
 

 

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK  
PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai 
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Kebijakan 
Informasi Publik 

  b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Strategi dan Metode 
Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas 
pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik pada Biro Administrasi 
Pembangunan Kalimantan Barat 

  c.  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi 
Kalimantan Barat. 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6780); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 
Pelayanan; 

 PEMERINTAH  PROVINSI  KALIMANTAN  BARAT 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat 78124 

Telepon (0561) - 736541 Faksimile.  (0561) 730062, 

Laman : https://www.kalbarprov.go.id Pos-el : setda@kalbarprov.go.id 
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STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING 

ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK 
PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT 
 

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan 

kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu/Pelaksana Biro Administrasi 

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

 

I. Strategi Pembinaan 

1. Penyusunan Pedoman dan Standar: 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun pedoman 

operasional untuk pengelolaan informasi publik, termasuk prosedur penyampaian dan 

permintaan informasi serta menetapkan standar kualitas informasi yang harus 

dipenuhi, termasuk akurasi dan kejelasan; 

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:  

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan dan/atau 

mengikuti pelatihan dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan 

pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan 

informasi, dan teknik komunikasi yang efektif; 

3. Sosialisasi dan Edukasi Publik: 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan kampanye baik 

secara langsung maupun melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai hak pemohon untuk mengakses informasi publik dan 

menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan/atau program edukasi untuk masyarakat 

mengenai cara mengakses informasi publik. 

 

II. Pengawasan 

1. Audit Internal 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan audit dan 

pemeriksaan internal secara rutin untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan dan 

prosedur pengelolan informasi publik; 

2. Penanganan Pengaduan 

Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan 

pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik dan menyediakan 

saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat. 




